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4. Undang-undang      Nomor      1      Tahun      2004      tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4151); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun   2009   Nomor   130,   Tambahan   Lembaran   Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah  

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   

5587), sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022  

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6757); 

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan 

Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6804); 

12. Peraturan   Pemerintah   Nomor   109   Tahun   2000   tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 
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13. Peraturan   Pemerintah   Nomor   23   Tahun   2005   tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 

2005  Nomor  137,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan   Pemerintah   Nomor   56   Tahun   2005   tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah       Nomor       56       Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5209); 

18. Peraturan   Pemerintah   Nomor   69   Tahun   2010   tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

19. Peraturan   Pemerintah   Nomor   71   Tahun   2010   tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan   Pemerintah   Nomor   30   Tahun   2011   tentang 

Pinjaman   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan   Lembaran   Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012 

Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 5272); 

22. Peraturan   Pemerintah   Nomor   27   Tahun   2014   tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

23. Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2017   tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

24. Peraturan   Pemerintah   Nomor   18   Tahun   2017   tentang 

Hak  Keuangan  dan  Administratif  Pimpinan  dan  Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

25. Peraturan   Pemerintah   Nomor   2   Tahun   2018   tentang 

Standar Pelayanan Minimal   (Lembaran Negara Republik  

26. Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6178); 

27. Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  12  Tahun  2019  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang 

Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan 

Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6730); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang 

Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk 

Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan 

Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6731); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan  Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 
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34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

 

36. Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor 3  Tahun 

2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi 

Papua Selatan Tahun 2025 Nomor 03); 

 

 

M E M U T U S K A N : 
 

 

Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN 

TAHUN ANGGARAN 2025. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1.  Daerah adalah Provinsi Papua Selatan. 

2.   Pemerintah   Daerah   adalah   Kepala   Daerah   sebagai   

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah 

Gubernur Papua   Selatan. 

4.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

5. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih Tahun 

Anggaran berkenaan. 

6. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 

periode Tahun Anggaran berkenaan. 

7. Surplus APBD adalah selisih lebih antara Pendapatan 

Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang 

sama. 

8. Defisit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan 

Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang 

sama. 

9. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk 

menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan 

surplus anggaran. 
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10. Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua 

penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam 

APBD. 

11. Pengeluaran   Pembiayaan   Daerah   adalah   semua   

pengeluaran   yang   perlu diterimakan kembali baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto 

dalam APBD. 

12. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan 

pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan 

dalam periode tahun anggaran tertentu. 

13. SiLPA  adalah  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran,  yaitu  

selisih  lebih  realisasi penerimaan dan pengeluaran 

selama satu periode anggaran. 

 

Pasal 2 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas: 

a. Pendapatan Daerah; 

b. Belanja Daerah; dan 

c. Pembiayaan Daerah. 

 

Pasal 3 

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 

2025 direncanakan sebesar Rp1.379.694.894.529,00 dengan 

rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Belanja Daerah 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

 

Pasal 4 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar 

Rp130.993.681.252,00; 

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.228.572.765.277,00; 

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar 

Rp20.128.448.000,00; 

(4) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari 

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah sebesar 

Rp20.128.448.000,00. 

 

Pasal 5 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 

direncanakan sebesar Rp1.788.220.088.147,63 yang terdiri 

atas: 

a. Belanja Operasi; 
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b. Belanja Modal; 

c. Belanja Tidak Terduga; dan  

d. Belanja Transfer. 

 

Pasal 6 

(1) Anggaran  Belanja  Operasi  sebagaimana  dimaksud  

dalam  Pasal  4  huruf  a direncanakan sebesar 

Rp1.370.493.656.419,27 yang terdiri atas: 

a. Belanja Pegawai; 

b. Belanja Barang dan Jasa; 

c. Belanja Bunga; 

d. Belanja Subsidi; 

e. Belanja Hibah; dan 

f. Belanja Bantuan Sosial. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp340.460.090.391,04; 

(3) Belanja  Barang  dan  Jasa  sebagaimana  dimaksud  pada  

ayat  (1)  huruf b direncanakan sebesar 

Rp955.549.185.496,23; 

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c       direncanakan sebesar Rp0,00; 

(5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

huruf  d  direncanakan sebesar Rp0,00; 

(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

e direncanakan sebesar Rp71.892.731.103,00; dan 

(7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.591.649.429,00. 

 

Pasal 7 

(1) Anggaran  Belanja  Modal  sebagaimana  dimaksud  dalam  

Pasal  4  huruf  b direncanakan sebesar 

Rp313.695.989.999,47 yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Tanah; 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan   Irigasi;   

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan 

f. Belanja Modal Aset Lainnya. 

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.648.963.859,00; 

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp37.860.485.268,00; 

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp8.341.204.622,00; 

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 

Rp245.883.519.550,47; 
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(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 

Rp200.000.000,00; 

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 

Rp2.761.816.700,00. 

 
Pasal 8 

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar 

Rp6.343.587.297,00  

 
Pasal 9 

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp97.686.854.431,89. 

 
Pasal 10 

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 

direncanakan sebesar Rp408.525.193.618,63. 

 

Pasal 11 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, 

Gubernur dapat melakukan perubahan anggaran melalui 

perubahan Peraturan Gubernur, yang selanjutnya 

ditampung dalam laporan realisasi anggaran sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial 

dan/atau kejadian luar biasa;  

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 

dan/atau  

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 

kegiatan pelayanan publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar 

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam 

tahun anggaran berjalan;  

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja 

yang bersifat wajib;  

c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali 

pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan 

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-

undangan; dan/atau  

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda 

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 

pemerintah daerah dan/atau masyarakat. 

 

 




